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ABSTRACT
Visum Et Repertum role in the criminal proceedings is very important, especially in resolving matters relating to the soul or body of a person , given the judges , prosecutors and lawyers only legally be able to master .
Vise as documentary evidence, as well as other evidence which in article 184 Criminal Procedure Code that are not binding on the judge . This is consistent with the negative evidence in criminal procedural law adopted in Indonesia , where the element of conviction the judge plays an important role in the process of resolving a criminal case.
Visum Et Repertum role as documentary evidence help the public prosecutor in making the demands that will be put forward upfront trial. Because in Visum Et Repertum it contained or contains the information of a doctor and a description of what is seen and found on examination of evidence and can be used as a material consideration in decisions of judges .
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kebulatan tekad untuk mengganti hukum kolonial dengan hukum nasional telah ditegaskan pula dalam Tap MPR No II /MPR/1993 tentang GBHN, yang antara lain menyebutkan bahwa kesadaran hukum yang semakin meningkat dan makin lajunya pembangunan menuntut terbentuknya sistem hukm nasional dan produk hukum yang mendukung dan bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Maka dalam rangka ini perlu dilanjutkan usaha-usaha untuk :

1. Peningkatan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu, serta tingkatan kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

2. Meningkatkan penegakan hukum serta mementapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum, sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing serta meningkatkan kemampuan, kewibawaannya dan membina sikap, perilaku dan ketentuan para penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih dan adil.

3. Pemantapan penyelenggaraan pemebrian bantuan dan konsultasi bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu.

Sebagai mana diketahui masalah penegakan hukum dan keadilan adalah merupakan suatu masalah ilmiah dan bukan hanya sekedar berdasarkan perasaan belaka.  Maka dalam sisitem peradilan pidana khususnya dalam perkara yang menyangkut tubuh dan manusia, dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman keberadaan menjadi jelas.  Didalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana maka keterlibatan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam hal ini Visum Et Repertum, khususnya terletak pada daya bukti, yaitu untuk memberikan penilaian secara ilmu kedokteran itu terhadap barang bukti dalam arti membuktikan, apakah perkara pidana menyangkut tubuh dan nyawa manusia itu memang benar telah terjadi, atau sebaliknya tidak dapat dibuktikan telah terjadi suatu tindak pidana.

Tentang adanya bukti dari Visum Et Repertum dalam ordonante tanggal 22 Mei 1937 (Stablad 1937 No 350) tentang peninjauan kembali mengenai daya bukti dari Visum Et Repertum dinyatakan dengan jelas.

Visum Et Repertum mempunyai daya bukti sebab yang dimuat dalam pemberitaannya merupakan kesaksian karena ia memuat segala sesuatu hal yang dilihat dan diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan, sedangkan kesimpulan dalam Visum Et Repertum dibuat untuk memudahkan bagi Jaksa atau Hakim dengan mencatat apabila kesimpulan itu logis maka dapat diterima.  Sebaiknya bila dianggap tidak logis jaksa atau hakim yang bersangkutan dapat menolak dan mengambil langkah lain.

Dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan para penegak hukuum dihadapkan pada suatu masalah yang tidak dapat diselesaikannya sendiri oleh karena masalah itu memang diluar kemampuan dan keahliannya.  Untuk mengetahui masalah tersebut maka penegak hukum penegak hukum melakukan upaya meminta bantuan pihak lain yang sudah lebih ahli, di mana secara teknis diharapkan dan dapat memperjelas serta mengungkapkan suatu tindak pidana.

Bantuan seorang ahli seperti dokter ahli kehakiman di dalam peristiwa pidana merupakan suatu batuan yang akan menambah kerberhasilan para penegak hukum dalam mencari kebenaran materiil.

Pengertian secara hukum dari Visum Et Repertum adalah “Suatu laporan tertulis dari dokter yang disumpah tentang apa yang dilihat dan diketemukan pada barang bukti yang diperiksanya.  Serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan”.
)
Mengenai alat bukti tersebut telah ditentukan oleh Undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Keterangan saksi

2. Keterangan ahli

3. Surat

4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

Seperti tercantum dalam pasal tersebut di atas, Visum Et Repertum sebagai alat bukti surat adalah : “Keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan”.
)  Penyidik sebagai jajaran penegak hukum yang berada di garis depan memegang peranan penentu untuk mengungkapkan kasus pidana secra tuntas dan tepat.

Berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru yakni UU No 8 Tahun 1981, maka wewenang penyidik terhadap kejahatan dan pelanggaran sepenuhnya berada di tangan kepolisian.  Konsekuensi dari ketentuan tersebut ialah volume tugas polisi dalam bidang penyidikan menjadi bertambah, sedangkan tanggung jawab kejaksaan menjadi bertambah sebagai penuntut umum lebih berat. “kejaksaan harus mampu menilai hasil pekerjaan kepolisian apakah hasil penyidikan yang dilakukan oleh polisi tidak mengandung kekurangan atau kekhilafan”.
)
Apabila penyidik menhadapi kasus kematian yang tidak wajar yang diduga sebagai suatu tindak pidana, maka penyidik berwenang untuk meminta bantua pada orang ahli Ilmu Kedokteran Kehakiman seperti yang tercantum dalam pasal 133 KUHAP :

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Dari keterangan ahli inilah oleh penyidik untuk selanjutnya diserahkan pada jaksa sebagai bahan untuk melakukan penuntutan.  Di sini nampak bahwa Visum Et Repertum bukan hanya berperan dalam pemeriksaan di persidangan atau dipengadilan itu akan tetapi sebagai pengganti barang bukti.  Selain itu juga sangat penting dalam pemeriksaan pendahuluan, di antaranya membantu penutut umum dalam memberikan arah tunutan pidana.  Hal tersebut di atas yang mendorong penulis untuk menulis “PERANAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN”.

B. Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah
Dalam rangka pelaksaan UU Hukum Acara Pidana diperlukan keahlian yang lebih dalam bagi para penegak hukum.  Terjadinya kekeliruan dalam penyelesaian perkara pidana terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan nyawa seseorang, disebabkan oleh karena aparat penegak hukum kurang memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang kesehatan.  Penyidik dalam melakukan penyidikan selalu memerlukan bantuan seorang ahli terutama dalam menangani kasus-kasus kematian.

Pihak kejaksaan sebagai penuntut umum meskipun tidak lagi memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan bukan berarti aparat kejaksaan tidak perlu mengetahui hal ihwal mengenai penyidikan.  Tepat tidaknya penuntutan suatu perkara pidana  ditentukan oleh hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.  Penyidik setelah selesai melakukan penyidikan akan melimpahkan perkaranya ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.  Bahan –bahan yang diperoleh penyidik yang berupa Visum Et Repertum itulah nanti yang dipakai oleh jaksa penuntut umum sebagai pengganti barang bukti yang dijadikan bahan untuk melakukan penuntutan pidana terhadapa tersangka.

Adapaun permaslahan yang penulis rumuskan adalah sebaga berikut :

1. Sejauh manakah kekuatan pemeriksaan medis (Kedokteran Kehakiman) dalam kasus penganiayaan.

2. Bagaimanakah peranan Visum Et Repertum bagi penuntut umum dalam melakukan tuntutan pidana terhadap kasus penganiayaan.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ialah :

1. Untuk mengetahui apakah tujuan dari pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter ahli apabila terjadi tindak pidana terhadapa tubuh (fisik), kesehatan (penyakit) dan nyawa manusia, khususnya apabila terjadi kasus penganiayaan.

2. Untuk mengetahui peranan Visum Et Repertum bagi penuntut umum dalam membantu penentuan tuntutan pidana terhadap kasus penganiayaan, juga ingin mengetahui keberadaan Visum Et Repertum dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan penyakit.

D. Metode dan Tehnik Penelitian 
Dalam Usaha untuk mendekati kesempurnaan membahas permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.  Adapun metode yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu cara untuk memperoleh pengertian yang diperlukan dalam penulisan ini, dengan jalan mempelajari teori-teori yang ada dalam buku-buku, surat kabar, majalah, undang-undang selama masih ada kaitannya dengan juduk skripsi ini, kemudian dianalisa seseuai dengan permasalahan.

2. Studi Lapangan

Yaitu suatu cara penelitian mendapatkan data dan informasi dengan jalan terjun langsung pada obyek penelitian.  Pada studi lapangan ini penulis mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Wawancara

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan tannya jawab dengan pihak yang berwenang yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai adalah Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda di Samarinda.

b. Dokumtasi (Kasus)

Dengan cara ini penulis menggunakan data-data yang akan diperoleh dari luar kepustakaan, yaitu Visum Et Repertum yang dipergunakan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda di dalam penuntutannya.

c. Metode Deskritifanalisa

Adalah suatu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakteristik suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala satu dengan gejala lainnya dalam suatu masyarakat atau populasi organisme.
)
BAB II
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kekuatan Pemeriksaan Medis dalam Kasus Penganiayaan

Berdasarkan ketentuan pasal 120 ayat 1 dan pasal 133 ayat 1 KUHAP, penyidik bila menganggap perlu dan untuk kepentingan peradilan menangani seorang korabn baik luka, keracunan atau mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran lainnya.

Apabila tindak pidana atau kekerasan tersebut mengakibatkan luka, dal hal ini dokter diwajibkan untuk memberikan keterangan mengenai  :

a. Jenis luka yang terjadi

b. Jenis kekerasan atau senjata yang menyebabkan luka

c. Kualifikasi dari luka

Oleh karena pengaiayaan merupakan istilah hukum yaitu dengan sengaja melukai atau menimbulkan perasaan nyeri sukar sekali dipastikan secara obyektif, maka mengenai luka atau bila ada luka, dokter harus menentukan derajatnya.

Kekerasan yang menyebabkan luka dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

1. Luka karena kekerasan mekanik

2. Luka karena kekerasan fisik

3. Luka karena kekerasan kimiawi

Selain dari kekerasan yang telah disebutkan tadi, terdapat luka kekerasan terhadap rohani yang lazim disebut trauma psikis.  Untuk dapat melakukan penilaian perilaku ini, diperlukan bantuan ilmu kedokteran kehakiman. Oleh karena itu diperlukan keterangan seseorang yang cukup ahli di bidang medis atau dibutuhkan seorang dokter. Tugas dokter sehari-hari dalam rangka membantu aparat penegak hukum, ialah melakukan pemeriksaan dan bila perlu merawat orang yang telah mengalami kekerasan di samping memeriksa mayat dan melakukan atopsi.

Pasal yang mengatur tentang kewajiban dokter untuk memberikan keterangan kepada yang berwajib adalah pasal 179 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap orang yang meminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau kedokteran atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

2. Semua ketentuan tersebut di atas uuntuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli dengan ketentuan bahwa mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pemeriksaan medis yang dilakukan oleh seorang dokter tidak dapat dilakukan oleh semua dokter akan tetapi bisa dilakukan atau harus dibuat oleh kedokteran kehakiman.  Dimana alat bukti yang dibuat oleh kedokteran kehakiman tersebut dapat menjadi kekuatan pemeriksaan medis dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Menurut Kepala Bagian Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, bahwa pemeriksaan medis dari kedokteran kehakiman ditujukan bukan hanya terhadap akibat penganiayaan terhadap tubuh atau nyawa manusia akan tetapi juga terhadap adanya racun yang masuk ke dalam tubuh manusia akibat tindak pidana pembunuhan, akibat tindak pidana penggunaaan racun dan sebagainya.
)
Hasil pemeriksaan kedokteran kehakiman biasanya dituangkan dalam bentuk surat yang lazim disebut Visum Et Repertum.

Bila para penegak hukum dalam menyelelesaikan tindak pidana yang menyangkut kejahatan tanpa bantua ilmu kedokteran kehakiman akan mengalami kesulitan dan para penegak itu sendiri tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai jaksa penuntut umum, karena menganggap manusia makluk yang lain sehingga dalam menyelesaikan kasus ini tidak akan sempurna, oleh karena manusia ini disamping merupakan kumpulan organ-organisme yang mempunyai kelebiahn-kelebihan dibandingkan makhluk yang lain. Manusia mempuyai fungsi luhur, fungsi kejiwaan, sehingga apabila manusia ini mengalami suatu tindak pidana dibutuhkan pertimbagan-pertimbangan.  Akibatnya pada fungsi tadi pertimbangan tersebut diminta dari praktisi medis.  Dapat penulis jelaskan bahwa kekuatan medis dalam kasusu penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa adalah cuckup penting abgi jaksa penuntut umum.

Adapun funsi Visum Et Repertum itu sendiri adalah barang bukti dalam kasus kejahatan yang menyangkut tubuh, kesehatan atau nyawa manusia. Surat keterangan dokter ini akan berhubungan dengan pengungkapan perkara bagi penyidik, dakwaan bagi penuntut umum, atau hal yang menyangkut keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Mengapa surat ini menjadi barang bukti dalam kasus kejahatan yang menyangkut tubuh, kesehatan, atau nyawa manusia? Dalam kasus perkosaan misalnya korban tidak mungkin diperiksa berminggu-minggu sesudah kejadian, karena lukanya mungkin sudah sembuh.  Visum Et Repertum justru mencatat data yang pada saat kejadian baru saja berlangsung.  Atau dalam kasus pembunuhan, isalnya, korban tidak mungkin dibawa-bawa keruang sidang.

“Visum Et Repertum memang bisa dibuat oleh dokter.  Keadaan ini acap terjadi pada peristiwa kematian tak wajar di daerah yang tidak punya laboratorium foensik.  Lagi pula, adalah kewajiban mahasiswa kedokteran tingkat akhir berpraktik forensik selama 4-6 minggu”.
)
B. Peranan Visum Et Repertum Bagi Penuntut Umum Dalam Melakukan Tuntutan Pidana Terhadap Kasus Penganiayaan

Sebagaimana disebutkan dalam bab ini terdahulu, bahwa Visum Et Repertum mempunyai peranan yang sangat besar bagi jaksa penuntut umum dalam menyelesaikan suatu perkara pidana.  Peranan tersebut adalah :

1. Sebagai Pengganti Barang Bukti

Peranan Visum Et Repertum sebagai pengganti barang bukti tersebut sangat besar artinya, seprti yang telah diuraikan di muka, bahwa ada barang bukti yang tidak dapat diajukan dimuka pengadilan oleh karena keadaan dari barang bukti tersebut, dan sebagai penggantinya adalah surat yang disebut dengan Visum Et Repertum yang menerangkan tentang keadaan dari barang bukti tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Than Han Tjong menyatakan bahwa :

Visum Et Repertum merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya corpus delicti (tanda bukti), sebab dalam tindak pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh si korban merupakan corpus delicti.
)
Akan tetapi keberadaan Visum Et Repertum itu sendiri dalam kedudukannya sebagai  saksi tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus didukung dengan alat bukti yang lain.  Sesuai dengan apa yang penulis peroleh di lapangan :

Bahwa Visum Et Repertum tidak bisa berdiri sendiri, karena alat bukti sebagai mana dimaksud pasal 184 KUHAP terdiri dari lima bukti yaitu:

1. Keterangan para saksi (minimal saksi adalah dua orang, satu saksi adalah bukan saksi.  Ada yang berpendapat satu saksi bisa sebagai alat bukti bila didukung alat bukti lainnya)

2. Keterangan ahli

3. Surat

4. Petunjuk

5. Keterangan Terdakwa

Dalam Visum Et Repertum tidak bisa menentukan siapa pelaku tindak pidana tersebut.
)
Sehubungan dengan Visum Et Repertum sebagai alata bukti, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan medis yang dituangkan dalam Visum Et Repertum hanya sebagai penunjang saja, yang bersifat membantu baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan oleh jaksa penuntut umum.

Adapaun peranan Visum Et Repertum itu bagi jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan adalah Visum Et Repertum bisa mempermudah penuntutan untuk menentukan kriteria dari-kriteria dari pasal-pasal yang sesuai untuk dilakukan tuntutan pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

2. Memberikan masukan sebagai pembuatan tuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana atau bersalah tidaknya terdakwa dalam tindakan tersebut.

Telah dikatakan di muka, bahwa Visum Et Repertum tidak mengikat atas tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum akan tetapi oleh jaksa penuntut umum digunakan sebagai alat bukti pendukung untuk menentukan tunutan yang akan diberikan kepada si terdakwa tersebut.  dan apabila jaksa penutut umum menemukan dua Visum Et Repertum dalam kasus yang sama maka jaksa penuntut umu  menggunakan kedua Visum Et Repertum tersebut atau menggunakan salah satunya.

Dimana kasus ini terjadi pada Kejaksaan Negeri samarinda dan oleh jaksa penuntut umu digunakan kedua-duanya.

Bila terdapat dua Visum Et Repertum yang sama mengotopsi seorang korban maka yang digunakan oleh jaksa penuntut umum adalah salah satu atau kedua-duanya, dan jika hakim atau penasehat hukum menolak Visum Et Repertum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum akan memita kepada keyua majelis hakim agar diperkenankan mengajukan saksi ahli yaitu yang membuat dan menandatanagi Visum Et Repertum tersebut.
)
Oleh karena itu keberadaan Visum Et Repertum didalam pembuatan penuntutan pada kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang oleh jaksa penuntut umum adalah penting sekali, guna memperjelas tuntutannya.

C. Fakta Kasus

Sebagai contoh kasus yang menggunakan Visum Et Repertum sebagai bukti adalah kasus penganiayaan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Samarinda dan diputuskan dengan Putusan Nomor 419/PID.S/1999/PN.SMDA.

Sebagai terdakwa adalah MADRIANSYAH Als. EEN Bin UTUT, lahir di Samarinda, umu 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jl. P. Antasari Gg, Nusa indah 2 RT. 4 No 1/b Samarinda.

Menurut jaksa penuntut umum terdakwa Madriansyah als Een bin Uut, pada hari Rabu tanggal 21 April 1999, sekitar pukul 11.30 WITA dan setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan April 1999 atau dalam tahun 1999, di Jl. P. Antasari Gg. 2 Nusa Indah atau setidak-tidaknya ditempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan negeri samarinda, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Muhammad bin H. Arbani dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

· Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa melakukan pemukulan dengan mempergunakan sepotong kayu balok, ukuran 4 x 4,5 cm, panjang kurang lebih 61 cm, dengan cara memegang pada tangan kanannya yang kemudian mengayunkan beberapa kali ke arah badan / tubuh saksi korban dan mengena pada bagian tubuh lainnya pada saksi korban, sehingga mengalami rasa sakit dan bengkak

· Bahwa akibat penganiayaan terdakwa tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, Visum Et Repertum No 188/324/5/Ver/1999 tanggal 10 Mei 1999 oleh dr. David, pada Rumah sakit A. Wahab Syahrani, bahwa saksi korban mengalami memar pada pinggang, tangan dan pada bagian kepala dan tidak menjadikan halangan dalam pekerjaan sehari-hari dan sudah sembuh, sebagaimana di atur dan diancamkan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dalam perkara pidana tersebut, hakim menyatakan bahwa terdakwa Madriansyah als Een bin Utut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sengan pidana penjara selama 14 hari.

Demikianlah peranan Visum Et Repertum sebagai alat bukti yang menguatkan tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Dengan melihat fakta kasus tersebut di atas maka peranan Visum Et Repertum sebagai salah satu alat bukti di dalam persidangan adalah  sangat berperan sekali dan menjadi salah satu dasar tuntutan yang akan dibuat oleh jaksa penuntut umum.

BAB III
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa peranan Visum Et Repertum dalam proses perkara pidana adalah sangat penting sekali, khususnya di dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan jiwa atau badan seseorang, mengingat hakim, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum hanya mampu menguasai secara yuridis saja.

2. Visum sebagai alat bukti surat, seperti halnya alat bukti yang lain di mana dalam pasal 184 KUHAP yang sifatnya tidak mengikat hakim.  Hal ini sesuai dengan pembuktian negatif yang dianut dalam hukum acara pidana di Indonesia, dimana unsur keyakinan hakim memegang peranan penting dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana.

3. Peranan Visum Et Repertum sebagai alat bukti surat sangat membantu jaksa penuntut umum di dalam pembuatan tuntutan yang akan diajukan dimuka sidang pengadilan.  Karena di dalam Visum Et Repertum itu termuat atau berisikan tentang keterangan dari seorang dokter yang menerangkan tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya dan dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

B. Saran-saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pida tahun 1981 tidak terdapat suatu pasalpun yang secara tegas mengatur tentang Visum Et Repertum, akan tetapi yang ada hanyalah pasal-pasal yang mengatur tentang keterangan ahli sebagai mana yang tercantum dalam pasal 1 (28), 120, 133, 184 dan 186 KUHAP.  Oleh karena itu sudah waktunya ada peraturan baru yang mengatur secara khusus tentang Visum Et Repertum sehingga jelas maksud dan tujuan dari Visum Et Repertum tersebut.

2. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan memahami arti maupun kegunaan dari Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter sehingga masih banyak keluarga korban yang tidak setuju atau menolak bila korban diotopsi. Oleh karena itu perlu sekali pasal 222 KUHP diterapkan terhadap mereka yang dianggap menghalangi jalannya pemeriksan guna kepentingan peradilan.
3. Sebaiknya perlu dibentuk undang-undang atau perturan yang mengatur bahwa hanya dokter yang sudah memperoleh sertifikat kedokteran kehakiman saja yang boleh membuat Visum Et Repertum.  Hal ini perlu dilakukan karena untuk memperkuat alat bukti tersebut diperlukan seorang dokter yang paham ilmu kedokteran dan ilmu hukum.
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